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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kotabaru yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam 

Renstra 2021-2026 merupakan tujuan penyusunan Laporan Kinerja 

disamping juga sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja) Badan 

Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kotabaru di masa yang akan datang.  

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah.  

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya 

Reformasi birokrasi sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan 

perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan 

terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), 

ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. LATAR BELAKANG  
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Laporan Kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk 

menyampaikan pertanggungjawaban, menjawab, menerangkan kinerja 

serta tindakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Kotabaru kepada Kepala Daerah sebagai pihak 

yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau 

pertangungjawaban tersebut. 

Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan 

parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kotabaru. Indikator kinerja sasaran strategis ini merupakan 

indikator kinerja output dan atau outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi Badan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kotabaru. Indikator kinerja 

kegiatan menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (input), 

keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai yang telah disepakati dalam 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sampai dengan 31 Desember 

Tahun 2023. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kotabaru sebagai lembaga penyelenggara 

manajemen kepegawaian daerah berkomitmen untuk memajukan dan 

mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian yang efektif dan 

efisien, agar mampu mendorong peningkatan profesionalisme Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan kualitas pelayanan publik sehingga tercipta tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mewujudkan hal 

tersebut, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kotabaru menyusun Laporan Kinerja berdasarkan 

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021ï2026. 

 

 

 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN  
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Sesuai dengan  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah Maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kotabaru telah menandatangani Perjanjian Kinerja untuk 

memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan 

manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil.  

Tahapan Perencanaan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru dari Penyusunan Rencana Strategis      

(Renstra) tahun 2021 – 2026 yang pada hakikatnya merupakan peryataan 

komitmen bersama mengenai upaya terencana dan strategis untuk meningkatkan 

kinerja serta cara penyampaiannya melalui pembaharuan, penataan dan 

perbaikan terhadap  sistem kebijakan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan 

prilaku aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru. 

 

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru merupakan dokumen yang 

disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan 

penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan 

terintegrasi dengan potensi sumber daya manusia aparatur  yang dimiliki 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru. Rencana  Strategis Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kotabaru tahun 2021 - 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut 

dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan 

penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru dibuat pada 

masa jabatannya. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah daerah 

A. RENCANA STRATEGIS 
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akan menjadi akuntabel, dalam arti sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator, 

program dan kegiatan yang telah ditetapkan. 

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kotabaru tahun 2021 - 2026 merupakan salah satu 

pendukung RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021- 2026, karena Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai 

tupoksi sebagai Perangkat Daerah yang mengelola aparatur sehingga ada 

keterkaitan dengan Misi-3 RPJMD Kabupaten Kotabaru yakni 

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui 

penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel dan 

transparan. 

Keterkaitan Renstra BKPSDM dan RPJMD Kabupaten Kotabaru sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kotabaru yang semakin Mandiri 
dan Sejahtera melalui Peningkatan di Bidang Agrobisnis dan 

Kepariwisataan”. 

Misi ke-3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang 
baik melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang 

melayani, akuntabel dan transparan". 

Tujuan : terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang 
jujur, responsif, terbuka, akuntabel, transparan dan baik 

Sasaran  Strategis :  Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik 

Strategi : Meningkatkan Layanan 
Kepegawaian 
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1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN UMUM 

 

 

 

 

 

2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

 

 

 

 

 

 

Meningkatkan Layanan 

Kepegawaian 

STRATEGI  

ARAH KEBIJAKAN 

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur serta 

Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian Berbasis 

Teknologi Informasi 

Pemantapan Standar Kompetensi dan Pengembangan 

Kompetensi bagi Aparatur 

Program Kepegawaian Daerah 

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
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3. VISI SKPD 

Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kotabaru dalam menetapkan visinya harus 

mengacu pada visi Kabupaten Kotabaru  dengan tetap memperhatikan 

tugas pokok dan fungsinya. Visi Kabupaten Kotabaru tahun 2021 - 2026  

yaitu “ Terwujudnya Masyarakat Kotabaru yang Semakin Mandiri 

dan Sejahtera Melalui Peningkatan di Bidang Agrobisnis dan 

Keperiwisataan”.  

Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan 

perubahan paradigma dan peranan manajemen kepegawaian pada 

masa yang akan datang, maka Visi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 

2021 - 2026 adalah : 

 

 

Makna Visi BKPSDM Kabupaten Kotabaru ke depan yaitu: 

Pertama : Terwujudnya Manajemen Aparatur Sipil Negara  yang 

Akutabel, dalam hal ini BKPSDM Kabupaten Kotabaru akan  

mewujudkan dan meningkatkan pengelolaan manajemen ASN yang 

Akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan, dalam pengelola 

manajemen kepegawaian mulai dari pengadaan pegawai, penempatan, 

pengembangan karir, pemberian penghargaan dan hukuman, 

pemindahan, hingga pensiun dapat dipertanggungjawabkan. BKPSDM 

dalam hal ini tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan dan 

meningkatkan pelayanan prima kepada PNS dalam proses manajemen 

kepegawaian.  

Kedua : Terwujudnya Aparatur Pemerintah Daerah yang Profesional  

yaitu kualitas aparatur pemerintah yang kompetitif, jujur, loyal, 

berdedikasi, berprilaku disiplin dan bertanggungjawab serta 

berkemampuan dalam melaksanakan tugas – tugas pembangunan. 

“TERWUJUDNYA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA 

YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”. 
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4. MISI SKPD 
 

Guna mendukung pencapaian visi tersebut diatas ditetapkan misi yaitu : 

1. Mengembangkan kapasitas sumber daya aparatur melalui 

peningkatan kualitas berbasis kompetensi 

2. Meningkatkan pengembangan ASN melalui sistem rekrutmen yang 

transparan dan pola karir yang sesuai kompetensi 

3. Meningkatkan kesejahteraan dan kinerja aparatur 

4. Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan data 

informasi ASN berbasis sistem teknologi informasi 

Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran yang tercantum dalam 

Renstra BKPSDM Kabupaten Kotabaru dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini : 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISI : “ TERWUJUDNYA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA YANG 
AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”. 

SASARAN TUJUAN MISI INDIKATOR 

TUJUAN 

INDIKATOR 

SASARAN 

Meningkatkan 

Kinerja ASN 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

12 

Nilai Sasaran 

Kerja Pegawai 

(SKP) 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

12 

Tersedianya 
Aparatur Sipil 
Negara yang 
memenuhi 

Standar 
Kompetensi 

 
            
 
 
 
 
 
 

12 

Meningkatnya 
Disiplin 

Pegawai ASN 

            

 
 
 
 
 
 

12 

Meningkatnya 
Kualitas 

Pelayanan 
Administrasi 
Kepegawaian            

 

 
 
 
 
 

12 

Meningkatkan 
Pelayanan 

Administrasi 
Kepegawaian 

yang 
Transparan dan 

Akuntabel 

  
 
 
            
 
 
 
 

Persentase 
ASN yang 

ditempatkan 
sesuai dengan 
kompetensi 

            
 
 
 
 
 
 

12 

Persentase 
Tingkat 

Kedisiplinan 
ASN  

Indeks 
Pelayanan 

Administrasi 
Kepegawaian 

 

 
 
 
 

12 

Kualitas 
Pelayanan 

Administrasi 
Kepegawaian 

 
 
            
 
 
 
 
 
 

Persentase 
ASN yang 
memenuhi 

standar 
kompetensi 

            
 
 
 
 
 
 

12 

Meningkatkan pengelolaan 
administrasi kepegawaian dan 
data informasi ASN berbasis 
sistem teknologi informasi 

  
 
 
            
 
 
 
 
 
 

Meningkatkan kapasitas 
sumber daya aparatur melaui 

peningkatan kualitas     
berbasis kompetensi 

  
 
 
            
 
 
 
 
 
 

12 
Meningkatkan kesejahteraan 

dan kinerja aparatur 
informasi 

 
 
 
            
 
 
 
 
 
 

12 

Meningkatkan pengembangan 
ASN memalui sistem 

rekrutmen yang transparan 
dan pola karir yang sesuai 

kompetensi 

  
 
 
            
 
 
 
 
 
 

12 
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3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Tujuan yang ingin dcapai Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru adalah : 

1. Meningkatkan Kinerja ASN  

2. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang 

Transfaran dan Akuntabel. 

 

Sasaran atau objektifitas organisasi merupakan bagian yang 

integral dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan 

sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam 

kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan, sasaran adalah 

penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan 

dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka 

waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. 

 

Dengan memperhatikan tujuan tersebut di atas ditetapkan 

rumusan sasaran sebagai berikut : 

1. Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar 

kompetensi 

2. Meningkatnya Disiplin Pegwai ASN 

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian 
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Adapun keselarasan Kinerja BKPSDM secara berjenjang 

dapat dilihat pada pohon kinerja berikut: 
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Indikator Kinerja Utama/Indikator yang menjadi alat ukur 

keberhasilan dari Sasaran strategis, Program, Kegiatan maupun Sub 

Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1                                                                                                                               
Indikator Kinerja Utama (IKU)                                                                                               

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                              
Kabupaten Kotabaru 

NO 
KINERJA 

UTAMA (Tujuan/ 
Sasaran) 

INDIKATOR 
ALASAN 

PEMILIHAN 
INDIKATOR 

FORMULASI 
SUMBER 

DATA 
SATUAN 

1 Tersedianya 
Aparatur Sipil 
Negara yang 
memenuhi 
standar 
kompetensi 

a. Persentase ASN 
yang ditempatkan 
sesuai  dengan 
kompetensi 

Merupakan tupoksi 
BKPSDM dalam 
rangka mutasi dan 
promosi 

Jumlah Jabatan 
Struktural yang 
terisi sesuai 
kompetensi / 
jumlah jabatan 
struktural yang 
terisi x 100% 

Laporan 
Monev 

Persen 

  b. Persentase ASN 
yang memenuhi 
standar kompetensi 

Merupakan tupoksi 
sebagai amanat 
Peraturan 
Pemerintah No. 11 
Tahun 2017 terkait 
Pengembangan 
Kompetensi ASN 

Jumlah ASN yang 
mengikuti 
pengembangan 
kompetensi / 
Jumlah ASN x 
100% 

Laporan 
Monev 

Persen 

2 Meningkatnya 
disiplin pegawai 
ASN 

Persentase ASN yang 
berdisiplin 

indikator yang 
mengimplementasi-
kan  peraturan 
perundang-
undangan tentang 
disiplin dan 
peningkatan kinerja 
ASN 

Jumlah ASN yang 
disiplin / jumlah 
ASN x 100% 

Laporan 
Monev 

Persen 

3 Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 

indeks kepuasan 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian  

mengukur kinerja 
BKPSDM sesuai 
dengan tupoksi 
melalui survey SKM 
(Standar Kepuasan 
Masyarakat) 
 

Nilai persepsi per 
unsur pelayanan / 
Nilai Unsur yang 
Teirisi  x Nilai 
Penimbang 

Laporan 
Survei 

Kepuasan 
Layanan 

kepegawaian 

indeks 

 

 

 

 

B.  INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 
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Tabel 2.2                                                                                                                               
Target Indikator Kinerja Utama (IKU)                                                                                               

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                           
Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 

NO 
KINERJA UTAMA (Tujuan/ 

Sasaran) 
Indikator Kinerja 

Target 
2023 

1 
Tersedianya Aparatur Sipil Negara 
yang memenuhi standar 
kompetensi 

Persentase ASN yang 
ditempatkan sesuai  
dengan kompetensi 

75 

  
Persentase ASN yang 
memenuhi standar 
kompetensi 

25 

2 
Meningkatnya disiplin pegawai 
ASN 

Persentase ASN yang 
berdisiplin 

91 

3 
Meningkatnya kualitas pelayanan 
administrasi kepegawaian 

indeks kepuasan 
pelayanan administrasi 
kepegawaian 

86 

 

 

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, merupakan suatu dokumen yang berisikan penyusunan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih 

rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan 

indikator kinerja. 

Perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru sesuai dengan peryataan 

perjanjian kinerja tingkat satuan kerja perangkat daerah Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 

2023 terdiri dari 3 sasaran strategi dengan 4  indikator kinerja. 

B. PERJANJIAN KINERJA  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan 

SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan 

SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur 

yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, 

pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, 

dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

 
Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya 

pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah : 

1.  Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi 

secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan 

lingkungannya; 

2.  Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;  

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 

nasional 

4.  Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

selaku pengemban amanat di bidang pengeloaan Sumber Daya Manusia  aparatur 

melaksanakan kewajibannya untuk menginformasikan tingkat akuntabilitas 

kinerjanya melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Kabupaten Kotabaru.  
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Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian 

kinerja masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen 

RENSTRA 2021-2026 maupun Renja tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan 

tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk 

mewujudkan visi dan misi pemerintah. 

 

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-

tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau 

target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena 

tidak ada tolok ukurnya.  

 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara 

kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran 

kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan 

pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan 

posisi kinerja instansi pemerintah. 

 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kotabaru telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk SKPD 

melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Nomor : 800/ 11 /BKPSDM/2023 tentang 

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2023. 

 

Berikut ini disampaikan tingkat capaian indikator kinerja sasaran Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru 

Tahun 2023. 
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Tabel 3.1 
Capaian Indikator Kinerja Utama                                                                             

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                             
Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 

 

No Indikator Kinerja Satuan Target 
Realisasi Capaian 

TW I TW II TW III TW IV 2023 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A Sasaran Strategis 1:  Tersedianya Aparatur Negara yang Memenuhi Standar Kompetensi 

1 
Persentase ASN yang 
ditempatkan sesuai 
dengan kompetensi 

Persen 75 72,85 78,16 78,19 78,16 78,16 104,21 

2 
Persentase ASN yang 
memenuhi Standar 
Kompetensi 

Persen 25 1,95 6,88 8,13 14,13 14,13 56,52 

 Sasaran Strategis 2:   Meningkatnya Disiplin Pegawai ASN 

1 1. Persentase Tingkat 
Kedisiplinan ASN 

Persen 91 93,99 92,28 92,88 92,47 92,47 101,61 

C Sasaran Strategis 3:   Meningkatnya Kualitas Pelayanan AdministrasiKepegawaian 

1 - Indeks Kepuasan 
Pelayanan 
Administrasi 
Kepegawaian 

Persen 86 80,19 83,12 83,24 80,48 80,48 93,58 

Rata-rata capaian IKU BKPSDM 88,98 

 

Rata-rata capaian Indikator Kinerja BKPSDM yaitu 88,98 %.  

 

Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru tahun 2023 dilakukan dengan cara 

membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama 

(IKU) pada masing- masing perspektif.  
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Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dan terpenting 

dalam suatu organisasi, begitupun dalam pemerintahan, SDM menduduki peranan 

terpenting. Pengelolaan SDM harus dilakukan secara profesional agar terwujud 

keseimbangan antara kemampuan SDM dengan kebutuhan organisasi. 

Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama organisasi agar dapat 

berkembang secara produktif. 

 

Dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, profesionalisme PNS 

sangatlah diperlukan untuk dapat meningkatkan pelayanan prima kepada 

masyarakat. Profesionalisme PNS tersebut sangat terkait dengan penguasaan 

kompetensi yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas jabatan dalam sebuah 

organisasi birokrasi. 

 

Capaian indikator kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 3.2 Capaian IKU pada sasaran strategis 1 

 

 

 

 

 

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 

A Sasaran Strategis 1:  Tersedianya Aparatur Negara yang memenuhi standar kompetensi 

1 Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan 
kompetensi 

Persen 75 78,16 104,21 

2 Persentase ASN yang memenuhi standar 
kompetensi 

Persen 25 14,13 56,52 

Sasaran strategis 1 Tersedianya Aparatur Negara 

yang memenuhi standar 

kompetensi 
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Uraian mengenai IKU tersebut yaitu: 

 
Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi 

Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi diamanatkan oleh 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 

bertujuan untuk menempatkan SDM yang tepat sesuai dengan minat dan 

kemampuannya yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap 

kerja, melalui proses promosi dan rotasi secara fair dan objektif. 

 

Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi berpengaruh 

terhadap peningkatan prestasi kerja dan kinerja pegawai yang merupakan faktor 

penting dalam organisasi karena dapat berimplikasi terhadap pencapaian visi, misi, 

sasaran dan tujuan organisasi pemerintahan. Dampak dari penempatan pegawai 

pada suatu posisi tanpa memperhatikan kompetensi yang bersangkutan, akan 

menghasilkan suatu kinerja yang hasilnya tidak akan mencapai sasaran yang 

diinginkan dan bahkan pada akhirnya bisa menjadi kontra produktif.  

 

Pengukuran Indikator Kinerja Persentase ASN yang ditempatkan sesuai 

dengan kompetensi berdasarkan data sebagai berikut: 

 
                                              Tabel 3.3 

Formasi struktural yang berisi dan memenuhi persyaratan kompetensi 

No Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan 
Tahun 2023 

TW I TW II TW III TW IV 

1 Formasi Struktural 523 536 536 536 

2 Formasi Struktural yang terisi 387 377 382 377 

 
JPT Pratama 29 29 29 29 

 
Administrator 147 145 148 145 

 
Pengawas 211 203 205 203 

3 
Formasi Struktural yang berisi dan memenuhi persyaratan 
kompetensi 

212 221 224 221 

 
JPT Pratama 29 29 29 29 

 
Administrator 75 80 82 80 

 
Pengawas 108 112 113 112 

4 Target IKU 75 75 75 75 
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No Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan 
Tahun 2023 

TW I TW II TW III TW IV 

5 Realisasi IKU (3/2x100%) 54,64 58,62 58,64 58,62 

6 Capaian IKU 72,85 78,16 78,19 78,16 

 
 
Pada tahun 2023 sasaran kinerja Tersedianya Aparatur Negara yang 

memenuhi standar kompetensi dengan indikator kinerja Persentase jabatan 

struktural yang diisi sesuai dengan kompetensi terealisasi 78,16% dari target 75% 

atau capaian 104,21%.   

 

Adapun faktor pendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut: 

1. Didukung oleh adanya program kegiatan Pengelolaan Promosi ASN, 

2. Komitmen Anggota Baperjakat untuk mengisi formasi jabatan struktural yang 

kosong, Kerjasama yang baik dengan instansi vertikal/ Iain serta asessor 

dalam pelaksanaan seleksi JPT Pratama 

 

Adapun faktor Penyebab kurang maksimalnya pencapaian kinerja yaitu: 

 Permasalahan kurang tercapainya sasaran dikarenakan Belum disetujui 

usulan mutasi dan promosi untuk mengisi kekosongan formasi sebagaimana 

hasil rapat baperjakat.  

 

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian 

kinerja yaitu: 

 Akan melaksanakan lelang jabatan di Tahun 2024 dan akan kembali 

menyampaikan telaahan hasil rapat baperjakat untuk mengisi formasi jabatan 

masih lowong. 
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Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi 

 
Pengukuran Indikator Kinerja Persentase ASN yang memenuhi standar  

kompetensi berdasarkan data sebagai berikut: 

 
                                              Tabel 3.4 

Jumlah ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 

No Jumlah Kompetensi ASN 
Tahun 2023 

TW I TW II TW III TW IV 

1 
Jumlah ASN yang tubel,ijin belajar sesuai 
kompetensi 

23 12 9 91 

2 Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis 0 115 115 121 

3 Jumlah kompetensi jabatan yang terpenuhi 39 140 191 353 

4 Jumlah ASN yang mengikuti diklatpim (II,III,IV) 3 3 6 4 

5 Jumlah ASN yang diklat fungsional 8 7 5 22 

6 Target IKU 25 25 25 25 

7 Realisasi IKU  1,95 6,88 8,13 14,13 

8 Capaian IKU 7,8 27,52 32,52 56,52 

 

 

Pada tahun 2023 sasaran kinerja Tersedianya Aparatur Negara yang 

memenuhi standar kompetensi dengan indikator kinerja Persentase ASN yang 

memenuhi standar kompetensi terealisasi 14,13% dari target 25% atau capaian 

56,52%.   

 
Adapun faktor pendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut: 

1. Didukung oleh adanya Program Kepegawaian Daerah  melalui kegiatan 

Pengembangan Kompetensi ASN sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan 

Lanjutan ASN. Selain itu, adanya dukungan dari perguruan tinggi negeri dan 

swasta terakreditasi minimal B.  
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2. Didukung oleh adanya Program pengembangan Sumber Daya Manusia 

melalui kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi 

Manajerial dan Fungsional sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan 

Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga 

Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan 

Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan 

Prajabatan serta Jabatan Fungsional. Selain itu, adanya dukungan dari SKPD 

terkait, lembaga-lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi dan 

lembaga Pembina kepegawaian tingkat propinsi dan pusat. 

3. Didukung oleh adanya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia  

melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi 

Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, 

Kepemimpinan dan Prajabatan yang bekerjasama dengan BPSDMD Provinsi 

Kalimantan Selatan di Banjarbaru serta dukungan anggaran  untuk 

pelaksanaan diklatpim II, III dan IV. 

4. Didukung oleh adanya Program Kepegawaian Daerah  melalui kegiatan 

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN sub kegiatan 

Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK. 

 

Adapun faktor Penyebab kurang maksimalnya pencapaian kinerja yaitu: 

1. Masih kurangnya minat PNS mengisi alokasi formasi Tugas Belajar, 

khususnya Dokter Spesialis.  

2. adanya kesamaan waktu pelaksanaan dengan kegiatan lain yang memang 

prioritas Tingkat nasional. Selain itu, tidak diketahuinya info-info terkait 

pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh ASN yang bertugas di 

kecamatan. 

3. adanya keterbatasan kuota peserta PKP oleh BPSDM Propinsi dan tingginya 

intensitas program kerja sebagian besar pejabat pimpinan tinggi pratama, 

sehingga belum dapat mengikuti PKN Tingkat II.  

4. Adanya beberapa formasi jabatan yang tidak terisi karena tidak ada pelamar 

PPPK yang mencapai nilai maksimal sesuai ketentuan yang berlaku. 
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Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan untuk 

meningkatkan capaian kinerja antara lain : 

1. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait, agar memberikan motivasi 

kepada PNS yang jabatannya linier dengan formasi tugas belajar yang 

kosong. Selain itu, menyampaikan kepada TAPD kiranya menambahkan 

jumlah alokasi bantuan dana tugas belajar dan menyampaikan pula kepada 

pimpinan kiranya menyediakan fasilitas yang memadai dan mendukung 

kinerja di RS untuk para dokter spesialis yang nantinya lulus. 

2. akan dilakukan penjadwalan secara terstruktur dan menyebarluaskan ke 

kecamatan terkait info- info pengembangan kompetensi.  

3. koordinasi ke BPSDM Propinsi agar kuota dapat ditambah pada tahun 2024 

dan atau nantinya konsultasi dengan TAPD agar disetujui untuk pelaksanaan 

Pelatihan Kepemimpinan dengan pola fasilitasi. Pimpinan akan 

memaksimalkan koordinasi dengan pejabat pimpinan tinggi pratama, kiranya 

sebagian tugas dapat dilimpahkan ke pejabat setingkat dibawahnya, 

sehingga mereka dapat mengikuti PKN Tk II pada tahun 2024.  
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1.1 Sasaran dan Indikator Kinerja 

 
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru 

mengidentifikasikan  Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaiannya 

ditabulasikan dalam tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3.5 

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 2 

 

 
Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka BKPSDM sebagai lembaga yang 

memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi pada 

upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap 

peraturan disiplin dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan 

pelaksanaan kepemerintahan yang baik (Good Governance) melalui 

peningkatan disiplin pegawai ASN dan tahun 2023 indikator kinerja 

melakukan pengukuran Persentase Tingkat kedisiplinan ASN.  

 

Persentase ASN yang berdisiplin dapat dilihat melalui pengukuran 

Rekapitulasi Disiplin Masuk Kerja ASN periode bulan Januari sampai dengan 

November 2023 sebagai berikut : 

 
 
 
 

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 

1 2 3 4 5 6 

B Sasaran Strategis 2 :   Meningkatnya Disiplin Pegawai ASN 

1. Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN Persen 91 92,47 101,61 

Sasaran strategis 2 Meningkatnya Disiplin Pegawai                    

ASN 
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Tabel 3.6 

Rekapitulasi Disiplin Masuk Kerja ASN periode bulan Januari                           

sampai dengan November 2023 

 

NO NAMA SKPD PERSENTASE 

1 BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 97 

2 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 97 

3 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 97 

4 BADAN PENDAPATAN DAERAH 91 

5 BADAN PENGELOLA KEUANGAN ASET DAERAH 97 

6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 98 

7 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 97 

8 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 97 

9 DINAS KESEHATAN 83 

10 DINAS KETENAGAKERJAAN & TRANSMIGRASI 96 

11 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 92 

12 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 92 

13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 93 

14 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 86 

15 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 92 

16 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 95 

17 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 91 

18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 89 

19 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 95 

20 DINAS PERHUBUNGAN 92 

21 DINAS PERIKANAN 95 

22 DINAS PERTANIAN DAN KETANAHAN PANGAN 97 

23 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 95 

24 DINAS SOSIAL 93 

25 INSPEKTORAT 97 

26 SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN 83 

27 RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA 95 

28 SEKRETARIAT DAERAH  92 

29 SEKRETARIAT DPRD 89 

30 KECAMATAN HAMPANG 93 

31 KECAMATAN KELUMPANG BARAT 91 

32 KECAMATAN KELUMPANG HILIR 91 

33 KECAMATAN KELUMPANG HULU 93 

34 KECAMATAN KELUMPANG SELATAN 92 

35 KECAMATAN KELUMPANG TENGAH  90 

36 KECAMATAN KELUMPANG UTARA 95 

37 KECAMATAN PAMUKAN BARAT 82 
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NO NAMA SKPD PERSENTASE 

38 KECAMATAN PAMUKAN SELATAN 96 

39 KECAMATAN PAMUKAN UTARA 86 

40 KECAMATAN PULAU LAUT BARAT 96 

41 KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN 95 

42 KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN 96 

43 KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR 96 

44 KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH 92 

45 KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR 96 

46 KECAMATAN PULAU LAUT UTARA 98 

47 KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM 96 

48 KECAMATAN PULAU SEBUKU 78 

49 KECAMATAN PULAU SEMBILAN 89 

50 KECAMATAN SAMPANAHAN 95 

51 KECAMATAN SUNGAI DURIAN 96 

JUMLAH RATA-RATA 92.91 

 

 

1.2   Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 

1. Instrumen pendukung capaian kinerja di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia salah satunya adalah aplikasi 

SIMPEG (https://bkpsdm.kotabarukab.go.id//simpeg/) merupakan 

aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kotabaru yang menampilkan data seluruh PNS Pemerintah 

Kabupaten Kotabaru. Layanan kepegawaian berbasis elektronik 

(Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai atau SIMPEG) 

bertujuan untuk mengelola dan manyajikan data kepegawaian yang 

valid, akurat, realiable dan mutakhir bagi PNS di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kotabaru yang terintegrasi secara 2 (dua) arah (Full Duplex) 

dari segi data riwayat kepegawaian dan dokumen digital kepegawaian 

dengan Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN BKN 

RI). Terdapat 13 profile data kepegawaian yang dikelola pada Aplikasi 

SIMPEG, yaitu Data Utama, Golongan, Pendidikan, Jabatan, Diklat, 

Pelatihan, CPNS/PNS, Keluarga, Kedudukan Hukum, Jabatan PLT, 

Kenaikan Gaji Berkala, Cuti dan Arsip Dokumen Digital Kepegawaian. 

 

 

https://bkpsdm.kotabarukab.go.id/simpeg/
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Gambar 1 – Halaman Profile Pegawai 

 

 

Gambar 2 – Halaman Data Riwayat Golongan/Pangkat 

 

 

Gambar 3 – Halaman Data Riwayat Jabatan 
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Gambar 4 – Halaman Data Arsip Dokumen Digital Kepegawaian 

 

 
2 Aplikasi sistem absensi elektonik faceprint gawai bertujuan untuk 

mengelola data absensi pegawai secara realtime dan meningkatkan 

kedisiplinan pegawai. Pengelolaan aplikasi sistem absensi pegawai 

secara elektronik terbagi menjadi dua bagian, yaitu : 

 Aplikasi Absensi Personal berbasis mobile/android yang 

dipergunakan untuk melakukan absensi secara realtime yang 

dipasang pada perangkat gawai (handphone) masing-masing 

pegawai. 

 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Absensi Pegawai berbasis Web 

yang berfungsi untuk  melakukan pengelolaan dan pelaporan absensi 

pegawai. 
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Gambar 5 – Aplikasi Absensi Pegawai Secara Elektronik Berbasis Mobile 

 

 

 

Gambar 6 – Aplikasi Absensi Pegawai Secara Elektronik Berbasis Web 
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3 Aplikasi Kinerja. Aplikasi Penilai kinerja berbasis elektronik (Aplikasi 

Kinerja) bertujuan untuk mengelola data dan laporan kinerja yang buat 

oleh masing-masing pegawai secara akuntabel dan sistematis. Semua 

kinerja harian yang dilaporkan oleh pegawai akan melalui proses validasi 

oleh atasan langsung dan tercatat secara sistematis. 

 

 

Gambar 7 – Halaman Pemilihan Data Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai 

 

 

Gambar 8 – Halaman Manajemen Laporan Kinerja Harian Pegawai 

 

 

Gambar 9 - Validasi Kinerja Pegawai Oleh Pejabat Penilai 
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Gambar 10 – Halaman Perhituangan Persentase Capaian Kinerja Pegawai 

 

 

 

 

Gambar 11 – Halaman Integrasi Absensi Pegawai 
 Dengan Aplikasi Penilaian Kinerja 
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Keberhasilan capaian indikator persentase peningkatan capaian 

tersebut didukung dari : 

1. Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Daerah diukur 

dengan 5 indikator kinerja, yaitu: Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai 

ASN, Persentase Kinerja ASN yang Sudah Diasistensi, Persentase 

Pembinaan Pegawai, Persentase PNS yang Mendapatkan Penghargaan 

Satya Lencana Karya Satya X, XX, XXX Tahun, Persentase Tersedianya 

Sistem Informasi Kepegawaian bagi PNS 

2. Tolak ukur kinerja kegiatan pada Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai 

ASN dengan indikator keluaran adalah Jumlah Penanganan Kasus 

Pelanggaran Disiplin ASN yang tertangani sebanyak 10 kasus dan  hasil 

realisasi keluaran kegiatan adalah 10 Kasus yang sudah tertangani. 

3. Tolak ukur kinerja kegiatan pada Persentase Kinerja ASN yang Sudah 

Diasistensi dengan indikator keluaran adalah Jumlah kegiatan pendukung 

pengisian penilaian kinerja yang dilaksanakan dengan target 9 kali terdiri 

dari Jumlah asistensi kinerja pegawai sebanyak 4 kali, jumlah rapat evaluasi 

kinerja pegawai 4 kali dan sistem pendukung penilaian kinerja 1 sistem   

hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 9 kali. 

4. Tolak ukur kinerja kegiatan pada Persentase Pembinaan Pegawai dengan 

indikator keluaran adalah Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mental 

dan Fisik Aparatur dan Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Bagi PNS yang 

Sakit, dengan target  1.105 Orang. Dan hasil realisasi keluaran kegiatan 

adalah 1.027 Orang. 

5. Tolak ukur kinerja kegiatan pada Persentase PNS yang Mendapatkan 

Penghargaan Satya Lencana Karya Satya X, XX, XXX Tahun dengan 

indikator keluaran adalah Jumlah Pemberian Penghargaan Bagi ASN, 

dengan target 200 Orang. Dan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 523 

Orang. 
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6. Tolak ukur kinerja kegiatan pada Persentase Tersedianya Sistem Informasi 

Kepegawaian bagi PNS dengan indikator keluaran adalah jumlah Dokumen 

Updating Sistem Informasi Kepegawaian Daerah, dengan target 12 

Dokumen dan realisasi keluaran kegiatan adalah 12 dokumen. Capaian ini 

didukung oleh pengelolaan sistem informasi kepegawaian dalam rangka 

percepatan sistem merit, dan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi 

kehadiran online untuk menunjang penilaian kinerja individu. Validitas data 

juga diukur dengan parameter : Data Utama, Folongan, Pendidikan, 

Jabatan, Diklat, Pelatihan, CPNS/PNS, Keluarga, Kedudukan Hukum, 

Jabatan PLT, Kenaikan Gaji Berkala, Cuti dan Arsip Dokumen Digital 

Kepegawaian.  

7. Sasaran Meningkatnya Layanan Kepegawaian Bidang Disiplin, 

Kesejahteraan dan Informasi diukur dengan 1 indikator kinerja, yaitu 

Persentase Penyelesaian Layanan Kepegawaian Bidang Disiplin, 

Kesejahteraan dan Informasi Tepat Waktu. Kegiatan Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan, tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran 

adalah Jumlah Pelaksanaan Sosialisai peraturan perundang-undangan 

dengan target  300 orang dan  hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 300 

orang. 

8. Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN, tolak ukur kinerja kegiatan pada 

indikator keluaran adalah Jumlah Lembaga Profesi ASN yang sudah 

terfasilitasi, dengan target 5 (lima) Lembaga. Dan hasil realisasi keluaran 

kegiatan adalah 5 (lima) Lembaga. 

9. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian , tolak ukur kinerja kegiatan pada 

indikator keluaran adalah Jumlah Data Kepegawaian yang diproses, dengan 

target 5 (lima) kali pemrosesan. Dan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 

5 (lima) kali pemrosesan. 

10. Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai, tolak ukur kinerja 

kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 

Mediasi Perceraian Pegawai, dengan target  10 Kali kegiatan pelaksanaan. 

Dan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 9 Kali kegiatan pelaksanaan 
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Tabel 3.7 

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

NO Sasaran Indikator Kinerja 
Target 
2023 

Realisasi  Capaian % 

(1) (2) (3) (4) (10) (11) 

1. Terpenuhinya Hak 
dan Kewajiban 
Pegawai Negeri 
Sipil Daerah 

Persentase Tingkat Kehadiran 

Pegawai ASN  (Jumlah ASN 

hadir rata-rata satu tahun) 

91 92,47 101,061% 

Persentase Kinerja ASN yang 

Sudah Diasistensi Jumlah SKP 

yang diasistensi / jumlah ASN  x 

100 % 

91 98 107,69% 

Persentase Pembinaan Pegawai 

(umlah ASN yang mengikuti 

pembinaan / Jumlah JPT 

Pratama x 100 % 

31,58 

 

92,7 

 

293,54% 

Persentase PNS yang 

Mendapatkan Penghargaan 

Satya Lencana Karya Satya X, 

XX, XXX Tahun (jumlah PNS 

yang mendapatkan SLKS/ jumlah 

PNS yang diusulkan SLKS x 

100% 

90 261,5 290,56% 

Persentase Tersedianya Sistem 

Informasi Kepegawaian bagi PNS 

(Terbangunnya system informasi 

kepegawaian daerah) 

100 142.81 100% 

2. Meningkatnya 

Layanan 

Kepegawaian 

Bidang Disiplin, 

Kesejahteraan dan 

Informasi 

Persentase Penyelesaian 

Layanan Kepegawaian Bidang 

Disiplin, Kesejahteraan dan 

Informasi Tepat Waktu (Jumlah 

berkas pelayanan yang selesai 

tepat waktu / jumlah berkas 

masuk x 100 %) 

100 100 100% 

 

 

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian 

tersebut didukung dari : 

1. Indikator  persentase tingkat kehadiran pegawai ASN Terealisasi 92,47 % 

dari Target  91 % dengan Capaian 101,61 %. 
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2. Indikator Persentase Kinerja ASN yang Sudah Diasistensi Terealisasi 98 % 

dari Target 91% dengan Capaian 107,69 %. 

3. Indikator Persentase Pembinaan Pegawai Terealisasi 92.73 % dari Target 

31.58 % dengan Capaian 293.54 % 

4. Indikator Persentase PNS yang Mendapatkan Penghargaan Satya Lencana 

Karya Satya X, XX, XXX Tahun Terealisasi 261.5 % dari Target 90 % 

dengan Capaian 290.56 % 

5. Indikator Persentase Tersedianya updating data PNS dan pengembangan 

Sistem Informasi Kepegawaian bagi PNS Terealisasi 142.81 % dari Target 

100% dengan Capaian 142.81 % 

6. Indikator Persentase penyelesaian layanan bidang Disiplin, Kesejahteraan 

dan Informasi tepat waktu terealisasi 100 % dari target 100 % dengan 

capaian 100 % 

7. Rata-rata capaian kinerja Bidang Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi yaitu 

158.6 % dengan capaian keuangan 92.18 %. 

 

Faktor pendukung capaian kinerja indikator persentase ASN yang 

berdisiplin yaitu adanya kegiatan peningkatan Sistem Kinerja ASN dengan 

penyiapan instrumen pendukung aplikasi absensi elektonik faceprint gawai berupa 

aplikasi masook dan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan BKPSDM kepada 

seluruh PNS Kabupaten Kotabaru dengan metode jemput bola (datang ke seluruh 

SKPD Llingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru). 

 
Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan 

tersebut adalah: 

1. Masih terdapat wilayah/daerah yang Blankspot sehingga tidak semua ASN 

dapat menggunakan aplikasi absensi elektonik faceprint gawai. 

2. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem 

pelayanan kepegawaian harus mengikuti perubahan 
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Solusi atau tindak lanjutnya adalah: 

1. Dalam rangka melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kotabaru untuk meningkatkan Disiplin Pegawai ASN, telah 

dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai bentuk komitmen untuk 

mewujudkan sasaran strategis BKPSDM akan tetapi tidak semua ASN yang 

menghadirinya sehingga tidak semua ASN mengetahui dan memahami 

aturan tersebut. 

2. Bagi ASN yang menggunakan jadwal shift pada tahun 2023 sudah 

menggunakan absen biometric. 
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Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator 

Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini : 

 
Tabel 3.8 

Capaian IKU Sasaran Strategis 3 

 

 
Survei Kepuasan Masyarakat berpedoman pada : 

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik. 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Per/20/M.PAN/04/2006 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik. 

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEP/118/M.PAN/8/2004 

tentang Pedoman Umum Penanganan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah. 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan 

Masyarakat Unit Penyelenggaraa Pelayanan Publik (SKM UPPP). 

 

 

 

 

 

 

 

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 

1 2 3 4 5 6 

C. Sasaran Strategis 3 :  Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian 

1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian Persen 86 80,48 93,58 

Sasaran 

strategis 3 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan 

Administrasi Kepegawaian 
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Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur tingkat 

kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran : 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai 

kinerja penyelenggara pelayanan; 

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk Meningkatkan kualitas pelayanan 

publik; 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam  

menyelenggarakan pelayanan publik; 

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

publik. 

 
 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kotabaru menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat dengan 

metode teknik survei menggunakan e-survei yaitu aplikasi survei pelayanan 

BKPSDM yang dipasang di Front Office pelayanan kepegawaian dan diisi oleh 

penerima layanan yaitu Aparatur yang berurusan ke BKPSDM baik untuk 

menyampaikan berkas layanan maupun konsultasi. 

Hasil survei layanan dapat terlihat realtime dan direkap setiap 

bulannya. Adapun unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei 

Kepuasan Masyarakat sudah sesuai dengan permenpan No. 14 Tahun 2017 

yang terdiri dari 9 unsur. Hasil atas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tidak 

harus disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut, tetapi dapat pula disajikan 

dalam bentuk kualitatif (baik atau buruk). Hal yang menjadi perhatian utama 

atas hasil survei tersebut, adalah harus ada saran perbaikan dari pemberi 

layanan yang disurvei terhadap peningkatan kualitas layanan. Hasil Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) wajib diinformasikan kepada publik termasuk 

metode survei. Penyampaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat 

disampaikan melalui media massa, website dan media sosial. 
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Kriteria untuk responden Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah 

penerima layanan yaitu Aparatur yang berurusan ke Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia baik untuk menyampaikan berkas 

layanan maupun konsultasi. 

 

Tabel 3.9 

Tabel Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM,                              
Mutu Pelayanan  dan Kinerja Unit Pelayanan 

 
Nilai 

Persepsi 
Nilai Interval (NI) 

Nilai Interval 

Konversi (NIK) 

Mutu 

Pelayanan 

Kinerja Unit 

Pelayanan 

     

1 1,00 – 2,5996 25,00 – 64,99 D Tidak Baik 

2 2,60 – 3,064 65,00 – 76,60 C Kurang Baik 

3 3,0664 – 3,532 76,61 – 88,30 B Baik 

4 3,5324 – 4,00 88,31 – 100,00 A Sangat Baik 

 

 
Tabel 3.10 

Matrik Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat 

Bulan Responden Unsur Pelayanan 

Nilai 

Unsur 

pelayanan 

Rata-rata 

nilai unsur 

pelayanan 

(dibagi 

jumlah 

responden) 

Nilai SKM 

(dikali 

bobot 0,2) 

Nilai SKM 

unit 

pelayanan 

setelah 

dikonversi  

x 25 

Mutu 

Pelayanan 
Kinerja 

Oktober s/d 

Desember 
299 

Kesesuaian 

persyaratan 

Pelayanan BKPSDM 

968 3,24 

3,22 80,48 B BAIK 

Kemudahan Sistem, 

Mekanisme dan 

Prosuder Pelayanan 

BKPSDM 

968 3,24 

Kecepatan Waktu 

dalam memberikan 

pelayanan di 

BKPSDM 

975 3,26 

Transparansi tarif 

pelayanan di 

BKPSDM 

 

 

1187 3,97 
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Bulan Responden Unsur Pelayanan 

Nilai 

Unsur 

pelayanan 

Rata-rata 

nilai unsur 

pelayanan 

(dibagi 

jumlah 

responden) 

Nilai SKM 

(dikali 

bobot 0,2) 

Nilai SKM 

unit 

pelayanan 

setelah 

dikonversi  

x 25 

Mutu 

Pelayanan 
Kinerja 

Produk dan standar 

pelayanan BKPSDM 
1119 3,74 

Kemampuan dalam 

pelayanan BKPSDM 
1103 3,69 

Kesopanandan 

keramahan petugas 

dalam memberikan 

pelayanan di 

BKPSDM 

1094 3,66 

Cara penanganan 

petugas BKPSDM 

terhadap pengaduan, 

saran dan masukan 

1176 3,93 

Kualitas Sarana dan 

Prasarana pelayanan 

BKPSDM 

1035 3,46 

 

 

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan 

tersebut diperoleh hasil skor  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 80,48 

maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan B dengan 

kategori BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Survei Kepuasan 

Masyarakat  : 76,61  – 88,30. 

Unsur yang memiliki Nilai (NRR) tertinggi adalah unsur Kesesuian 

persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan di BKPSDM (rata-rata 3,97), 

sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah unsur 

kesesuaian produk pelayanan BKPSDM antara yang tercantum dalam standar 

pelayanan dengan hasil yang diberikan (rata-rata 3,24).   

 

Nilai Rata-Rata semua unsur 3,58 hal ini menggambarkan bahwa 

penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan BKPSDM pada umumnya baik dan 

merasa puas dengan unsur-unsur pelayanan tersebut. Yang mana unsur-unsur 

dengan Nilai Rata-Rata (NRR) kurang dari 3,58 harus lebih ditingkatkan kualitas 

pelayanannya. 
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Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu 

diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah. Sedangkan 

unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Dari 9 (Sembilan) 

unsur yang ditetapkan seluruhnya dapat dikategorikan sudah mencukupi unsur nilai 

Indeks Kepuasan Masyarakat di atas 3,58 mutu pelayanan B (Baik). 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru, langkah-langkah 

untuk mempercepat peningkatan dalam layanan antara lain: 

1. Diperlukan upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, 

dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara 

konsisten terutama mempertahankan kejelasan dan kepastian petugas 

pelayanan serta kenyamanan lingkungan. 

2. Diperlukan adanya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang 

baik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap waktu penyelesaian/ 

pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia mendatang lebih baik lagi dengan tersedianya sarana dan 

prasarana kelengkapan penunjang dalam memberikan layanan. 

3. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui 

pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau 

motivasi petugas dan menetapkan standarisasi internal mengenai sikap 

layanan serta disiplin kerja. 

4. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan kepada pelanggan 

dalam menyampaikan kritik/saran melalui kotak saran. 

5. Perlu pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan 

terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi dimasa yang akan datang 

serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan. 
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B. PERBANDINGAN  REALISASI  KINERJA 

Perbandingan realisasi kinerja IKU Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru dari tahun 2019 

s/d 2023 serta perbandingan terhadap Renstra 2016-2021 dapat diuraian per 

sasaran sebagaimana berikut ini. 

 
 
 

 

Tabel 3.11 
Perbandingan Capaian IKU pada sasaran strategis                                     

Tahun 2019 s/d 2023 
 

No Indikator Tahun Target Realisasi Capaian 

1 Persentase ASN yang 
ditempatkan sesuai 
dengan kompetensi 

2019 50 67,28 134,56 

2020 60 52,49 87,48 

2021 60 56,08 93,46 

2022 70 78,57 112,24 

2023 75 78,16 104,21 

2 Persentase ASN yang 
Memenuhi  kompetensi 

2019 - - - 

2020 - - - 

2021 - - - 

2022 20 28,61 143,05 

2023 25 14,13 56,52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sasaran strategis 1 
Tersedianya Aparatur Negara yang 

memenuhi standar kompetensi 
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Tabel 3.12 
Perbandingan Formasi Struktural yang Terisi dan Memenuhi                 

Persyaratan kompetensi 
 

No Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan 
Tahun 
2019 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

1. Formasi Struktural 859 797 797 547 536 

2. Formasi struktural yang terisi 654 623 551 391 377 

 - JPT 28 25 28 30 29 

 - ADMINISTRATOR 167 164 141 146 145 

 - PENGAWAS 459 434 382 215 203 

3. Formasi struktural yang terisi dan 
memenuhi persyaratan kompetensi 440 327 309 215 221 

 - JPT 28 14 28 30 29 

 - ADMINISTRATOR 110 92 76 75 80 

 - PENGAWAS 302 221 206 110 112 

 Target  IKU 50% 60% 60% 70% 75% 

 Realisasi IKU 67,28% 52,49% 56,08% 54,98% 58,62% 

 Capaian IKU 134,56% 87,48% 93,46% 78,57% 78,16% 

 

 
Jika dibandingkan dari tahun 2018 sampai dengan 2019, realisasi IKU 

mengalami penurunan di tahun 2020. Ini dikarenakan jumlah jabatan struktural 

yang terisi dan memenuhi persyaratan kompetensi menurun jumlahnya 

dikarenakan beberapa hal antara lain pengurangan jumlah ASN (meninggal, 

pensiun/ Atas Permintaan Sendiri, pindah, Masa Persiapan Pensiun) yang terisi 

serta jumlah formasi Jabatan struktural sesuai dengan SOTK baru.   

 
Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023, kinerja 

telah tercapai sebesar 104,21% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah              

ini : 
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Tabel 3.13 

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target 
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 

 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 2022 

% 
Tahun 2023 

% 
Target Realisasi Target 

Realisasi s/d 
Tahun 2023 

Persentase ASN 
yang 
ditempatkan 
sesuai dengan 
kompetensi 

Persen 70 78,57 112,24 75 78,16 104,21 

 

Sasaran Indikator Persentase ASN yang Memenuhi Kompetensi mulai 

diukur tahun 2022. Sebelumnya indikator yang digunakan yaitu tergabung dalam  

pengukuran Indikator Persentase ASN yang Memenuhi Kompetensi. 

 

Pengukuran Sasaran Indikator Persentase ASN yang Memenuhi 

Kompetensi  melalui Pengukuran indeks profesionalisme ASN dengan indikator 

kualifikasi Pendidikan ASN melalui kegiatan pemberian bantuan tugas belajar dana 

APBD, APBN dan mandiri serta ijin belajar untuk peningkatan jenjang pendidikan 

formal. Indikator kompetensi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan 

kepemimpinan bagi jabatan pengawas, diklat fungsional, JF Fungsional , Diklat 

teknis diklat, serta seminar/ workshop/ sejenis yang diikuti ASN lingkup Pemerintah 

Kabupaten Kotabaru dengan mengajukan rekomendasi peningkatan kompetensi. 

 

Tabel 3.14 

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target 
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 

 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Tahun 2022 

% 

Tahun 2023 

% 
Target Realisasi Target 

Realisasi s/d 
Tahun 2023 

Persentase ASN 
yang Memenuhi  
kompetensi 

Persen 20 28,61 143,05 25 14,13 56,52 
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Tabel 3.15 

Perbandingan Capaian IKU pada sasaran strategis 2.1                                             
tahun 2019 s/d 2023 

 

No Indikator Tahun Target Realisasi Capaian 

1 Persentase Tingkat 
Kedisiplinan ASN 

2019 100 86,92 86,92 

2020 100 86,08 86,08 

2021 100 94,24 94,24 

2022 90 92,45 102,72 

2023 91 92,47 101,61 

 

 

Tabel 3.16 

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target 
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 

 

Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2022 

% 
Tahun 2023 

% 
Target Realisasi Target Realisasi   

Persentase Tingkat 
kedisiplinan ASN 

Persen 90 92,45 102,72 91 92,47 101,61 

 

 
Sasaran meningkatnya disiplin pegawai ASN melalui Indikator 

Persentase ASN yang berdisiplin mulai diukur sejak tahun 2018. Sebelumnya 

indikator yang digunakan yaitu persentase penanganan pelanggaran disiplin 

melalui jumlah dan jenis pelanggaran disiplin yang ditangani.  

 

 

 

 

 

 

Sasaran strategis 2 Meningkatnya disiplin pegawai                  

ASN 
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Indikator dapat dilihat melalui pengukuran rekapitulasi Disiplin Masuk 

kerja ASN menggunakan absensi elektronik pada SKPD masing-masing.  Jika 

dibandingkan dari tahun 2018 sampai dengan 2020, realisasi IKU mengalami 

penurunan di tahun 2020. Ini dikarenakan tingkat kehadiran PNS yang dapat 

memenuhi kategori hadir adalah bagi PNS yang masuk kerja dan mentaati jam 

kerja dan PNS yang sedang menjalankan tugas kedinasan sedangkan PNS yang 

tidak masuk kerja karena alasan yang sah (Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Alasan 

Penting, Cuti di Luar Tanggungan Negara dan Cuti Besar) maupun PNS yang tidak 

masuk kerja tanpa alasan yang sah tidak dapat dihitung sebagai masuk kerja. Jadi 

tingkat kedisiplinan akan mengalami penurunan. 

 

Pada Tahun 2021 sampai 2023 Indikator dapat dilihat melalui 

pengukuran rekapitulasi Disiplin Masuk kerja ASN menggunakan absensi elektonik 

faceprint gawai (Aplikasi Masook) realisasi capaian telah melebihi target, secara 

keseluruhan capaian IKU dari tahun 2018 sampai dengan 2023 telah mencapai 

target lebih dari 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU 
             BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

 

  

LAPORAN KINERJA 2023 62 

 

 

 

 

 
Tabel 3.17 

Perbandingan Capaian IKU pada sasaran strategis 3.1                                           
tahun 2019 s/d 2023 

 

No Indikator Tahun Target Realisasi Capaian 

1 Indesk Kepuasan 
Pelayanan 
Administrasi 
Kepegawaian 

2019 85 84,37 99,26 

2020 85 82,64 97,22 

2021 90 82,64 104,68 

2022 85 82,65 97,23 

2023 86 80,48 93,58 

 
 

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian 

dengan indikator indeks kepuasan pelayanan kepegawaian diukur melalui survei 

kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap tahun. Capaian kinerja tahun 2019 

sampai dengan 2022 mengalami penurunan ini dikarenakan perbedaan 

pengukuran survei yang digunakan sehingga mempengaruhi kualitas nilai indeks. 

Tahun 2022 masih menggunakan e-survei dengan 9 indikator sesuai dengan 

permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat.. 

Tabel 3.18 

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target 
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 

 

Indikator Kinerja Satuan 

Tahun 2022 

% 

Tahun 2023 

% 
Target Realisasi Target 

Realisasi s/d 
Tahun 2023 

Indeks Kepuasan 
Pelayanan 
Kepegawaian 

Persen 85 82,65 97,23 86 80,48 93,58 

 

 

 

Sasaran 

strategis 3 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan 

Administrasi Kepegawaian 
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C.   ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA  

 

  Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kotabaru  memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu 

input tertentu. 

 
Tabel 3.19 

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya                                                                          
Tahun 2022 dan Tahun 2023 

 

Jenis Efisiensi Tahun 2022 Tahun 2023 

Struktur 

organisasi 

badan 

Peraturan Bupati Kotabaru  Nomor 

149 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Pokok 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kotabaru 

Peraturan Bupati Kotabaru  Nomor 

149 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas Pokok dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kotabaru 

Tipe B Tipe B 

JPT 1 

Adminstrator 4 

Pengawas 3 

JPT 1 

Adminstrator 4 

Pengawas 2 

Refocusing 

Program dan 

Kegiatan 

7 Program 13 Kegiatan                      

45 Sub Kegiatan 

7 Program 13 Kegiatan                      

53 Sub Kegiatan 

Anggaran Rp. 36.033.575.630 Rp. 35.780.752.526 

Realisasi 

anggaran 
Rp. 25.899.461.092 Rp. 26.679.770.909 

Capaian kinerja 

fisik 
99,58 persen 98,67 persen 

Capaian kinerja 

keuangan 
71,88 persen 74,56 persen 

 

 
 Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas 

yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat 

atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan 

kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap 

maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. 
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D.  ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN  

Adapun keselarasan sasaran dengan program/ kegiatan dapat dilihat pada 

table dibawah ini: 

Tabel 3.20 

Keselarasan  Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian 
 Sasaran  

 

Indikator 
sasaran 

Program Kegiatan Sub Kegiatan 
Bidang 

Penanggung 
Jawab 

Persentase 
ASN yang 
ditempatkan 
sesuai dengan 
kompetensi 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah  

Kepegawaian 
Daerah  

1. Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

 Pemulangan Pegawai 
yang Pensiun 

Bidang Mutasi 
dan Promosi 

2. Pengadaan 
Pemberhentian dan 
Informasi 
Kepegawaian ASN 

 Koordinasi 
Pelaksanaan 
Administrasi 
Pemberhentian 

1. Mutasi dan Promosi  Pengelolaan Kenaikan 
Pangkat ASN 

 Pengelolaan Promosi 
ASN 

2. Pengembangan 
Kompetensi ASN 

 Fasilitasi 
Pengembangan Karir 
dalam Jabatan 
Fungsional 

Persentase 
ASN yang 
memenuhi 
standar 
kompetensi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

1. Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daetah 

 Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN 

 
 
 
 
Bidang 
Pengadaan dan 
Pengembangan 
Aparatur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kepegawaian 
Daerah 

2.  Pengadaan 
Pemberhentian dan 
Informasi 
Kepegawaian ASN 

 Perumusan Bahan 
Kebijakan Pengadaan 
ASN 

 Penyusunan Rencana 
Kebutuhan Jenis dan 
Jumlah Jabatan untuk 
Pelaksanaan 
Pengadaan ASN 

 Koordinasi dan fasilitasi 
Pengadaan PNS dan 
PPPK 

3.   Pengembangan 
Kompetensi ASN 

 Pengelolaan 
Pendidikan Lanjutan 
ASN 
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Indikator 
sasaran 

Program Kegiatan Sub Kegiatan 
Bidang 

Penanggung 
Jawab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persentase 
ASN yang 
memenuhi 
standar 
kompetensi 

Pengembangan 
Sumber Daya 
manusia 

a.  Pengembangan 
Kompetensi Teknis 

 Penyelenggaraan 
Pengembangan 
Kompetensi Teknis 
Umum Inti dan Pilihan 
Bagi Jabatan 
Administrasi 
Penyelenggara Urusan 
Pemerintahan 
Konkuren Perwngkat 
Daerah Penunjang dan 
Urusan Pemerintahan 
Umum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bidang 
Pengadaan dan 
Pengembangan 
Aparatur 

 

b.  Sertifikasi 
Kelembagaan 
Pengembangan 
Kompetensi 
Manajerial dan 
Fungsional 

 Penyusunan Kebijakan 
Teknis dan Rencana 
Sertifikasi Kompetensi 
Pengelolaan 
Kelembagaan Tenaga 
Pengembang 
Kompetensi Sumber 
Belajar Kerjasama 
Pengembang 
Kompetensi Pimpinan 
Daerah Jabatan 
Pimpinan Tinggi 
Kepemimpinan dan 
Prajabatan serta 
Jabatan Fungsional 

 Penyelenggaraan 
Pengembangan 
Kompetensi bagi 
Pimpinan Daerah 
Jabatan Pimpinan 
Tinggi Jabatan 
Fungsional 
Kepemimpinan dan 
Prajabatan 

Persentase 
Tingkat 
kedisiplinan 
ASN 

Program 
Pembinaan, 
Peningkatan Kinerja 
dan Kesejahteraan 
Aparatur 

1.  Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

 Sosialisasi Peraturan 
Perundang-undangan  

Bidang Disiplin, 
Kinerja dan 
Informasi 

2.  Penilaian dan 
Evaluasi Kinerja 
Aparatur 

 Pelaksanaan Penilaian 
dan Evaluasi Kinerja 
Aparatur 

 Pengelolaan 
Pemberian 
Penghargaan Bagi 
Pegawai 

 Pembinaan Disiplin 
ASN 

 Pengelolaan 
Penyelesaian 
Pelanggaran Disiplin 
ASN 
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Indikator 
sasaran 

Program Kegiatan Sub Kegiatan 
Bidang 

Penanggung 
Jawab 

Indeks 
kepuasan 
Pelayanan 
Administrasi 
Kepegawaian 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

1. Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

 Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

 Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

 Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

 Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

 Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan  

 Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

 Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi  dan 
Konsultasi 

 Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretariat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretariat 

2. Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang  

 Pengadaan Mebel 
 Pengadaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 
 Pengadaan 
 Sarana dan 

Prasarana 
Pendukung 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

3. Penyediaan  Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

 Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

 Penyediaan Jasa 
Komunikasi Sumber 
Daya Air dan Listrik 

 Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

 

4. Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah  

 Pemeliharaan Jasa 
Pemeliharaan Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan  
Dinas Jabatan 

 Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

 Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi Sarana 
dan Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

 Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi Sarana 
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Indikator 
sasaran 

Program Kegiatan Sub Kegiatan 
Bidang 

Penanggung 
Jawab 

dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

 

5. Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah  

 Pemeliharaan Jasa 
Pemeliharaan Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan  
Dinas Jabatan 

 Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

 Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi Sarana 
dan Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

 Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

 

6. Perencanaan 
Penganggaran dan 
Evaluasi  Kinerja 
Perangkat Daerah 

 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

 Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

 Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA- 
SKPD 

 Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-
SKPD 

 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Perubahan DPA-SKPD 

 Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Iktiar Realisasi Kinerja 

 Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Sekretariat 
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Indikator 
sasaran 

Program Kegiatan Sub Kegiatan 
Bidang 

Penanggung 
Jawab 

  

7. Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

 Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

 Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

 Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/triwulanan/ 
Sesesteran SKPD 

 Penyusunan Pelaporan 
dan Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran 
 

Sekretariat 

 

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa terdapat keselarasan antara 

sasaran dengan program/ kegiatan yang dilaksanakan. 

 
 
 

 

E.  REALISASI ANGGARAN 

 

Guna melaksanakan  seluruh  program dan kegiatan untuk 

mencapai sasaran yang diinginkan, Pagu SKPD Badan Kepegawaian dan 

Pengembagan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 sebesar                                   

Rp 35.780.752.526  yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar 35.242.782.886 

dan Belanja Modal sebesar 537.969.640 sedangkan realisasinya sebesar            

Rp 26.679.770.909  yang tediri dari Belanja Operasi Rp 26.156.141.595 dan 

Belanja Modal Rp 523.629.314.  

Data analisis akuntabilitas kinerja keuangan pada masing-masing 

sasaran beserta capaian sasarannya Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut. 
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Tabel 3.21 
Realisasi Anggaran Tahun 2023 

 

No Program Indikator Kinerja 
Anggaran 
Setelah 

Perubahan 

Realisasi 
Anggaran  

Realisasi 
% 

1 Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Persentase Layanan 
Dukungan Administrasi 
Kesekretariatan yang 
sesuai SOP 

24.305.461.485 20.723.339.047 85,26  

2 Program Kepegawaian 
Daerah 

Prosentase Rekrutmen 
Penempatan dan Promosi 
sesuai kompetensi 

5.546.392.026  3.393.347.069 61,18  

3 Program 
Pengembangan 
Sumber Daya Manusia 

Prosentase Peningkatan 
Kompetensi ASN 

5.928.899.015 2.563.084.793 43,23  

Total 35.780.752.526 26.679.770.909 74,56 

 

Data Anggaran dan Realisasi APBD Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru untuk Periode    

31 Desember Tahun Anggaran 2023 adalah tersaji sebagai berikut : 

 
Tabel 3.22 

 

Anggaran dan Realisasi APBD  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  

Kabupaten Kotabaru                                                                                        
untuk periode 31 Desember Tahun Anggaran 2023 

 

NO URAIAN 
ANGGARAN 

SETELAH 
PERUBAHAN 

REALISASI LEBIH / KURANG 

5. BELANJA  35.780.752.526 26.679.770.909 (9.100.981.617) 

5.1 BELANJA OPERASI 35.242.782.886 26.156.141.595 (9.086.641.291) 

5.1.01 Belanja Pegawai 7.638.080.520 5.606.740.799 (2.031.339.721) 

5.1.02 Belanja Barang 27.604.702.366 20.549.400.796 (7.055.301.570) 

5.2 BELANJA MODAL 537.969.640 523.629.314 (14.340.326) 

5.2.02 Belanja Peralatan dan Mesin 537.969.640 523.629.314 (14.340.326) 

Surplus / Defisit (35.780.752.526) (26.679.770.909) 9.100.981.617 

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun 
Berkenaan 

(35.780.752.526) (26.679.770.909) 9.100.981.617 
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Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 yang dialokasikan untuk 

pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.20 
 

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan 
untuk periode 31 Desember Tahun Anggaran 2023 

 

No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pagu Anggaran 
Realisasi  
Keuangan  (%) 

1 2 3 4 5 

 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

24.305.461.485 
 

20.723.339.047 
 

85,26 
 

 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

169.491.943         169.030.500  
 

99,73 

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

62.873.322 62.863.500 99,98 

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD 

4.999.462 4.966.800 99,35 

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

5.499.886 5.408.000 98,33 

4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.999.925 4.975.600 99,51 

5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- 
SKPD 

5.499.746 5.329.600 96,91 

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

13.160.000 21.462.300 99,64 

7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.920.000 64.024.700 99,91 

 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.209.271.248 18.099.391.810 85,34 

8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.131.080.520 5.116.260.799 71,75 

9. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 
ASN 

13.470.696.694 12.392.233.911 91,99 

10. Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

547.975.227 531.436.000 96,98 

11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

4.999.926 4.999.000 99,98 

12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

52.558.121 52.503.800 99,90 

13. Penyusunan Pelaporan dan Analisis 
Prognosis Realisasi Anggaran 

1.960.7600 1.958.300 99,87 

 Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

261.070.964 185.644.107 71,11 

14. 
 

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

100.850.000 100.535.000 99,69 

15. Pemulangan Pegawai yang Pensiun 76.589.5000 2.868.300 3,75 

16. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 83.631.464 82.240.807 98,34 

 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.383.588.600 1.187.898.824 85,86 

17. Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

15.555.965 15.555.286 100,00 
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No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pagu Anggaran 
Realisasi  
Keuangan  (%) 

1 2 3 4 5 

18. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

57.362.263 56.154.557 97,89 

19. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 374.338.000 270.186.868 72,18 

20. Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

67.206.744 34.661.450 51,57 

21. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

6.600.000 6.090.000 92,27 

22. Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.998.017 22.654.500 62,936 

23. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

807.678.000 763.753.163 94,56 

24. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 18.849.611 18.843.000 99,96 

 Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

537.969.640 523.629.314 97,33 

25. Pengadaan Mebel 51.844.640 46.000.000 88,73 

26. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 460.325.000 460.275.000 99,99 

27. Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

25.800.000 17.354.314 67,26 

 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

444.755.000 366.483.192 82,40 

28. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.400.000 2.479.000 33,50 
29. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 
51.225.000 38.254.192 74,68 

30. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 386.130.000 325.750.000 84,36 

 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

299.314.090 191.261.300 63,90 

31. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

181.764.090 124.680.200 68,59 

32. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 

20.000.000 - - 

33. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

23.790.000 11.300.000 47,63 

34. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

73.760.000 55.251.100 74,91 

 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.546.392.026 3.393.347.069 61,18 

 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 
Kepegawaian ASN 

1.397.339.458 1.052.478.360 75,32 

35. Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan 
ASN 

80.044.919 22.970.000 28,70 

36. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan 
Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan 
Pengadaan ASN 

59.999.860 50.420.726 84,03 

37. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan 
PPPK 

520.749.386 332.272.169 63,81 

38. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi 
Pemberhentian 

182.777.522 160.241.607 87,67 
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No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pagu Anggaran 
Realisasi  
Keuangan  (%) 

1 2 3 4 5 

39. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 14.999.800 3.050.000 20,33 

40. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 486.022.785 449.925.858 92,57 

41. Pengelolaan Data Kepegawaian 52.745.186 33.598.000 63,70 

 Mutasi dan Promosi ASN 998.360.589 637.189.987 64,89 

42. Pengelolaan Mutasi ASN 49.998.630 1.406.000 2,81 

43. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 438.361.959 361.308.101 82,42 

44. Pengelolaan Promosi ASN 510.000.000 274.475.886 53,82 

 Pengembangan Kompetensi ASN 2.293.829.875 895.003.519 39,02 

45. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 2.178.318.875 824.539.419 37,85 

46. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan 
Fungsional 

115.511.000 70.464.100 61,00 

 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 856.862.104 808.675.293 94,38 

47. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja 
Aparatur 

669.133.200 662.233.199 98,97 

48. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi 
Pegawai 

52.652.580 28.256.891 53,67 

49. Pembinaan Disiplin ASN 62.190.000 49.042.000 78,86 

50. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran 
Disiplin ASN 

72.886.324 69.141.113 94,86 

 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER 
DAYA MANUSIA 

5.928.899.015 2.563.084.793 43,23 

 Pengembangan Kompetensi Teknis 56.993.623 - - 

51. PenyelenggaraanPengembangan Kompetensi 
Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan 
Administrasi Penyelenggara Urusan 
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah 
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 

56.993.623 - - 

 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan 
Kompetensi Manajerial dan Fungsional 

5.871.905.392 2.563.084.793 43,65 

52. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana 
Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan 
Kelembagaan, Tenaga Pengembang 
Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, 
Pengembangan Kompetensi Pimpinan 
Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, 
Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan 
Fungsional 

807.993.126 499.289.405 61,79 

53. Penyelenggaraan Pengembangan 
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan 
Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, 
Kepemimpinan, dan Prajabatan 

5.063.912.266 2.063.795.388 40,75 

 TOTAL 35.780.752.526 26.679.770.909 74,56 
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BAB IV 

PENUTUP 

A.  KESIMPULAN 

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2023 ini 

merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

Rencana Stratejik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 – 2026 yaitu untuk tahun 

kelima. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui 

sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui 

pelaksanaan  program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 

dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

Tingkat Capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh 

BKPSDM Kotabaru sebanyak 3 (tiga) sasaran dan 1 (satu ) sasaran 

pendukung  yang dinilai berdasarkan 4 indikator kinerja, dari hasil 

pengukuran kinerja yang dilakukan diperoleh CAPAIAN 88,98 persen. 

Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian 

tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan 

penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap 

Laporan kinerja ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja 

di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan 

balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada 

masa yang akan datang 
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B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik 

yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan 

masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa 

mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada Tahun 2023, dapat 

dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah 

yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 

Anggaran 2023,  yaitu sebagai berikut :  

1. Melaksanakan pemetaan kompetensi jabatan   

2. Melaksanakan diklat yang penunjukkan peserta berdasarkan analisis 

kebutuhan sesuai dengan kompetensi yang ingin  ditingkatkan  

3. Menyusun Bezetting formasi dan mengajukan formasi CPNS dan 

CPPPK ke KemenpanRB 

4. Persentase ASN yang berdisiplin dapat dilihat melalui pengukuran 

rekapitulasi Disiplin Masuk kerja ASN menggunakan daftar hadir 

Presensi melaui Aplikasi Masook pada SKPD masing-masing  

5. Sosialisasi tentang PP Nomor 53 dan Perka serta Perbub Disiplin , PP 

Nomor II dan Perbub Kode Etik 

6. Sidak ke SKPD untuk mengecek kehadiran pada saat setelah idul fitri. 

7. Evaluasi Berkala pada Presensi kehadiran elektronik dengan metode 

presensi melalui android Aplikasi Masook 

8. Pembayaran Tunjangan, Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan 

Beban Kerja dan Prestasi Kerja 

9. Pengukuran indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian 

melalui teknik e-survey aplikasi survei  yang dipasang di Front Office 

pelayanan kepegawaian dan diisi oleh penerima layanan yaitu Aparatur 

yang berurusan baik untuk menyampaikan berkas layanan maupun 

konsultasi. 

10. Layanan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti PNS melalui 

Aplikasi SIMPEG 


